
BUPATI PURI'UOREJO
PROVINSI JAI'VA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.JO
NOMOR 6JTAHUN 2019

TENTANG

NOMENKLAruR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PURWORE.JO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan
profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai
Negeri Sipil dan peningkatan mutu pelaksanaan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyaxakat serta sebagai
landasan bagi pemberian tunjangan dan
penrusunan formasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
dipandang perlu menetapkan nomenklatur jabatan
pelaksana;

b. bahwa penetapan nomenklatur jabatan pelaksana
Pega.wai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan pedoman pengelolaan
manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah
Kabupaten Purworejo, sehingga perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai66114
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati purworejo tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bag pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Purworejo.

l. Pasal- 
-1,8_ 

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Pnopinsi Jawa Tengah;
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang
Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terald:ir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangftat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Aparatur Negara
Indonesia Nomordan Reformasi Birokarasi Republik

4l Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Pur.worejo Tahun 2016 Nomor
14, Tambahan I-embaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 14), sebaeaimana telah dfubah
drngan Peraturan Daerah IGbupaten purworejo
Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016'Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten purworejo
Nomor 14);
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWA] NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWORE.'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Purworejo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
peqianjian ke4'a yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepega.waian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CpNS,
adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan
diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, a-an
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat fub adalah
pejabat ,yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ll.Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam
Imgka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.



13. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegau'ai ASN yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi
identitas penamaan ja.batan dibawah Pejabat Administrasi
terendah.

15.Instansi Pemerinlah adalah instansi pusat dan ins[ansi daerah.
16. Instansi hrsat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yarrg meliputi sekretariat daerah,
sekretariat dewan perwakilan ralryat daerah, dinas daerah, dan
Lembaga teknis daerah.

18. Kualilikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melaiui
pendidikan formal.

19. T\rgas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2O. Klasifikasi jabatan adaiah pengelompokan jabatan yang
menunjukkan kesamaan karalrteristik, mekanisme, pola kerja,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja
organisasi negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan nomenklatur Jabatarr Pelaksana bertujuan untuk
mengelompokkan dan mengklasifikasikan jabatan ASN yang
menunjukan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

(2) Nomenklatur .Ia-batan Pelaksa:ra sebagaimana dimaksucl pada ayat
(1) didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi
serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasai 3

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan
sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk :

pen5rusunan dan penetapan kebutuhan;
penentuan pangkat dan jabatan;
pengembangan karier;
pengemba.ng€Ln kompetensi;
penilaian kinerja;
pengajian dan tunjangan; dan
pemberhentian.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

(



BAB IV

PENGANGI'ATAN DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1

CPNS

Pasal 6

(li CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat dalam
Jabatan Pelaksana.

(2) CPNS yang mempunyai jabatan melekat pada jabatan fungsional,
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
PNS

r)^^^I .7rir.ttir.l ,

(1) PNS yang belum menduduki Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas, Jabatan Pelaksana setara eselon V dan/atau Jabatan
F ungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemindahan

Paragraf 1

CPNS

Pasal 8

CPNS setelah diangkat menjadi PNS wajib diangkat dalam Jabatan
Pelaksana atau Jabatan Ftrngsional.

Paragraf 2
PNS

Pasai 9

Pernindahan PNS dalarrr Jabatan Pelaksana cii Lingkungan Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1O

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, PNS yang belum diangkat
dalam Jabatan Pelaksana dilakukan penyesuaian berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Novembet 2O1)

t PURWORE-'O,I

IecUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 $ovember 201 9

SEKRETARIS DAERAH PURWORE.JO,

f sam RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2Ol9 NOMOR d3 SERI E NOMOR 52
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